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ABSTRAK 

 

I Putu Tresna Wiadnya, 201310117016. Skripsi. Penegakan Hukum Terhadap 

Putusan Bebas Tindak Pidana Mendistribusikan/Mentranmisikan Membuat Dapat 

Diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan/ 

Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No.1498K/Pid.Sus/2015) 

 

 

Terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui 

internet melalui media sosial ini diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang 

dibahas mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menerima 

permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana dengan sengaja 

mendistribusikan dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki 

muatan pencemaran nama baik, Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, 

yang membatalkan Putusan bebas di Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak 

pidana dengan sengaja mendistribusikan dapat diaksesnya informasi/dokumen 

elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, telah mencerminkan 

penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normatif untuk mendapatkan kesimpulan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung 

menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Perkara 

Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, bahwa Putusan Majelis Hakim Nomor 

1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst menyatakan terhadap terdakwa tidak terbukti 

melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik. Berakibat Putusan Majelis Hakim Nomor 

1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst memberikan putusan bebas. Putusan Perkara 

Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, yang membatalkan Putusan bebas di Pengadilan 

Negeri Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, menyatakan terhadap terdakwa 

secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Menurut penulis, Putusan Perkara 

Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 belum mencerminkan penegakan hukum dalam hal 

penjatuhan sanksi pidana percobaan yang diberikan kepada terdakwa. Peran 

aparat penegak hukum, salah satunya adalah Hakim dapat melakukan upaya 

penanggulangan dengan menjatuhkan sanksi pidana yang memberikan efek jera 

serta agar masyarakat lainnya takut untuk melakukan tindak pidana tindak pidana 

dengan sengaja mendistribusikan dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik 

yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik 

 

Kata Kunci: Penegakan hukum, putusan bebas, pencemaran nama baik
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ABSTRACT 

 
 

I Putu Tresna Wiadnya, 201310117016. Thesis. Law Enforcement Against 

the Crime-Free Decision Distribute / Transmit Make Accessible Electronic 

Information / Document Containing Insult / Defamation (Study Decision 

No.1498K / Pid.Sus / 2015) 

 

Against defamation or defamation committed through the internet through social 

media is regulated in the provisions of Article 27 paragraph (3) of Law Number 

19 Year 2016 on Amendment to Law Number 11 Year 2008 on Information and 

Electronic Transactions. The issues discussed concerning the judges of the 

Supreme Court of Justice received the appeal of the Public Prosecutor in a 

criminal act deliberately distributing accessible electronic documents / documents 

containing defamation charges, Decision Case Number 1498K / Pid.Sus / 2015, 

which canceled the Court's Decision free The State against perpetrators of 

criminal acts by deliberately distributing accessible electronic documents / 

documents that have defamation content, has reflected the rule of law. This 

research uses normative legal research method to get the conclusion of the 

consideration of the judge of the Supreme Court accepts the appeal of the Public 

Prosecutor, that the Decision of the Panel of Judges in Case Number 1824 / 

Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst stating the application of the element has insult and / 

or defamation in Article 27 paragraph (3) of ITE is not proven.filled in the 

hearing. In this regard, the Panel of Judges' considerations are not in accordance 

with the legal facts contained in the proceedings. Decision Case Number 1498K / 

Pid.Sus / 2015, which cancels a free Decision in the District Court against the 

perpetrator of a crime deliberately distributing accessible electronic documents / 

documents that have contents of defamation or defamation yet the creation of law 

enforcement on the grounds of the imposition of criminal sanctions for 2 (two) 

years ends not in accordance with the purpose of crime. This, based on legal 

facts, many criminal acts of crime by deliberately distributing accessible 

information / electronic documents that have contents of defamation or 

defamation in the community. The role of law enforcement officers, one of which 

is the Judge can make efforts to overcome by imposing criminal sanctions that 

provide deterrent effect and that other people are afraid to commit criminal acts 

of crime by deliberately distributing accessible information / electronic 

documents that have contents of defamation or defamation. 
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